
BUPATI KERINCI 
PROVIN SI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 800/Kep. 73 /2021 

TENTANG 
PENETAPAN VALIDATOR LISTING TPP, VERIVIKATOR AKTIVITAS, VERIVIKATOR 

ABSENSI, SUPER ADMIN, PROGRAMMER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang 	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Validator 
Listing TPP, Verivikator Aktivitas, Verivikator Absen, Super 
Admin, Programmer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kerinci Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Undang-Undang 	Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Mengingat 	: 



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 
5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8); 

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 50); 

13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kerinci tahun 2019 Nomor 51); 

14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2019 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 52); 

15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci; 

16. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/ Kep .40 / 2021 
tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan 
Objektif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Kerinci; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANTANG PENETAPAN VALIDATOR 
LISTING, VERIVIKATOR AKTIVITAS, VERIVIKATOR ABSENSI, 
SUPER ADMIN, PROGRAMMER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021. 

KESATU 	Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Validator Listing TPP, 
Verivikator Aktivitas, Verivikator Absensi, Super Admin, 
Programmer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci 
Tahun Anggaran 2021 dengan tugas sebagai berikut : 
1. Validator Listing TPP bertugas untuk memvalidasi capaian 

kinerja/listing TPP setiap bulan. 
2. Verivikator Aktivitas bertugas untuk memeriksa capaian 

aktivitas dan perilaku dalam sistem E-RK dan listing setiap 
bulan, memverivikasi dan memeriksa keberatan atas sistem 
dan nonsistem terkait aktivitas, perilaku dan jabatan. 



•  3. Verivikator Absensi bertugas untuk memeriksa capaian 
Absensi, pada sistem SIAP dan listing setiap bulan dan 
memeriksa dan memverivikasi keberatan atas sistem dan non 
sistem terkait Absensi. 

4. Super Admin bertugas untuk memonitor dan mengoperasikan 
sistem e-RK, SIMPEG dan SLAP, menyesuaikan konfigurasi 
kelas dan nilai jabatan, menyesuaikan konfigurasi aktivitas 
pada sistem e-RK, dan meng-export dan mencetak hasil 
capaian kinerja ASN dan i Aplikasi TPP. 

5. Programmer bertugas untuk 	merencanakan aplikasi, 
mengelola aplikasi, memelihara aplikasi, melakukan back up 
data pada aplikasi TPP, memperbaiki data/mensetting data 
komplain setelah diperiksa oleh verivikator dan disetujui 
validator. 

KETIGA 	: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan 
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021. 

KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab 
sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan 
mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

KEEMPAT 	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan 
diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 
31 Desember 2021. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal, 11_ ttle I 	2021 

/ 
KERINCI, 

 

 

ADIROZAL 

Tembusan : 
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 
2. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh. 
3. Kepala BAPPEDA Litbang di Bukit Tengah. 
4. Kepala BPKPD di di Bukit Tengah. 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh ( 7 eksemplar). 

6. Arsip. 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 900/ Kep. 93/2021 
TENTANG PENETAPAN VALIDATOR 
LISTING TPP, VERIVIKATOR 
AKTIVITAS, 	 VERIVIKATOR 
ABSENSI, 	SUPER 	ADMIN, 
PROGRAMMER DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH 	KABUPATEN 
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021 

SUSUNAN VALIDATOR LISTING TPP, VERIVIKATOR AKTIVITAS, VERIVIKATOR 
ABSENSI, SUPER ADMIN, PROGRAMMER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021 

1. VALIDATOR LISTING TPP : KEPALA 	BADAN 	KEPEGAWAIAN 	DAN 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

DAERAH. 

2. VERIFIKATOR 	 KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN 

AKTIVITAS 	 KARIR DAN PENILAIAN KINERJA. 

3. VERIVIKATOR ABSENSI 	KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI ASN. 

4. PROGRAMMER 
APLIKASI TPP 

5. SUPER ADMIN 
SIMPEG/e-RK dan SIAP 

: VEBRI DORES, S.KOM 
(NIP. 198602012009021001) 
(BAGIAN KOMINFO SETDA KERINCI) 

: 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN 
KARIR DAN PENILAIAN KINERJA. 

2. KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA. 

3. VEBRI DORES, S.KOM 
NIP. 1986020120090210010 
(BAGIAN KOMINFO SETDA KERINCI) 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

